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Assalamu’alaikum  Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kita masih diberi nikmat sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan ”Rapat Asistensi Pengintegrasian dan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah”.
Hadirin peserta rapat yang saya hormati,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan merubah persepsi terhadap penanggulangan bencana di Indonesia yang semula bersifat responsif (emergency response) menjadi preventif (disaster risk reduction). Perubahan persepsi terhadap penanggulangan bencana ini harus diikuti pula dengan perubahan pola perencanaan dan penganggaran baik di pusat maupun di daerah yang lebih menekankan pada aspek pengurangan risiko.
Hal tersebut juga tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara otomatis membawa implikasi terhadap kewenangan pemerintah daerah, perangkat daerah dan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, salah satunya adalah urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang di dalamnya terdapat sub-urusan bencana. Sebagai salah satu sub urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal pengarusutamaan dan pengintegrasian PRB ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, artinya bahwa saat ini sub-urusan bencana menjadi salah satu prioritas urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 

Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar diatur melalui Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar pelayanan minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar bersifat wajib yang secara minimal diterima masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga negara salah satunya pelayanan dasar kebencanaan yang saat ini menjadi sub-urusan pemerintahan wajib.
Para peserta rapat yang berbahagia,
Kementerian Dalam Negeri selaku pembina umum pemerintah daerah dan pembina teknis SPM Sub-Urusan Bencana telah mengundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tentang Standar Teknis Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan pelaksanaan amanat pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 

Permendagri 101 Tahun 2018 ini lebih menitikberatkan pada jenis pelayanan Prabencana yang bersperspektif pada pengurangan risiko bencana yaitu Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan penanggulangan kita ke depan yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana. Dengan telah berubahnya kebijakan regulasi ke arah yang lebih baik, maka sudah saatnya kita untuk mewujudkannya ke dalam praktik yang nyata. 
Saya berharap program dan kegiatan yang ada di daerah sudah berorientasi pada pengurangan risiko bencana dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pemerintah daerah wajib melakukan pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, hal tersebut juga diamanatkan dalam pasal (9) Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Selain tata kelola pemerintahan dalam pengurangan risiko bencana sebagaimana tersebut di atas, ada hal yang tidak kalah penting yaitu perlu adanya sinergi semua pemangku kepentingan dan sumber daya yang dimiliki daerah. Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan sumber daya ini hanya dapat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan. 
Para peserta rapat yang berbahagia,
Prinsip dasar dari pengarusutamaan adalah adanya sinergi dua sektor/perangkat daerah atau lebih yang nantinya akan memberikan hasil lebih banyak dan lebih baik jika dibandingkan dengan keseluruhan hasil ketika masing-masing sektor/perangkat daerah bekerja sendiri sendiri. Dengan demikian, pemanfaatan prinsip dan strategi pengarusutamaan sekaligus menjamin terlaksananya proses-proses koordinasi serta terwujudnya azas efektifitas dan efisiensi. Kapasitas untuk menjalankan prinsip dan strategi ini bermanfaat, baik pada saat ruang gerak fiskal terbatas maupun longgar. Penguasaan prinsip dan strategi ini akan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik di semua sektor.
Sebagai contoh saya ambil pengarusutamaan dalam pengurangan risiko bencana tsunami adalah sebagai berikut: Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda Olahraga selama ini dianggap tidak terkait dengan sektor penanggulangan bencana. Jika bentuk kegiatan rutin Dinas Pariwisata adalah menarik wisatawan dan warga masyarakat di sekitar kawasan wisata, maka kegiatannya dapat di sinergikan dengan Dinas Pemuda Olahraga dan BPBD untuk mengadakan ”Event” lomba lari maraton. Lomba lari maraton tersebut akan memberikan manfaat ganda apabila rute larinya di design dengan ”Start” di pinggir pantai dan garis ”Finish-nya” di titik yang sudah ditetapkan sebagai tempat evakuasi sementara untuk ancaman bencana tsunami. 
Lomba lari maraton tersebut tidak saja menjadi pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda Olahraga, namun juga menjadi sebuah proses sosialisasi rute evakuasi tsunami dan simulasi tsunami bagi peserta dan masyarakat sekitar. Pelaksanaan dari kegiatan tersebut tidak mensyaratkan adanya anggaran dari masing-masing perangkat daerah cukup di Dinas Pariwisata atau Dinas Pemuda Olahraga saja, namun cukup mensyaratkan adanya koordinasi dan sinergi antara Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda Olahraga, BPBD dan Bappeda untuk merencanakan kegiatan tersebut. Inilah yang dinamakan pengarusutamaan, melalui strategi pengarusutamaan ini maka satu kegiatan pembangunan bisa mencapai dua target atau lebih di tiga sektor terkait.
Para peserta rapat yang saya hormati,
Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan terkait dengan pengintegrasian dan pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sebagai berikut:

1. Perlunya penguatan forum Pengurangan Risiko Bencana, forum tersebut merupakan forum yang strategis untuk melaksanakan Pengintegrasian dan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana antar perangkat daerah. Forum tersebut memungkinkan perangkat daerah tematik Pengurangan Risiko Bencana dilakukan di daerah untuk memastikan pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam rencana kerja masing-masing perangkat daerah. Bappeda dan BPBD memiliki peran besar dalam memastikan bahwa di setiap Perangkat Daerah terdapat program terkait kebijakan Penanggulangan Bencana atau Pengurangan Risiko Bencana. Upaya ini dilakukan agar perangkat daerah lebih memahami konsep Pengurangan Risiko Bencana dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
2. Perlunya komitmen yang nyata dari Kepala Daerah, Kepala BPBD, Kepala Perangkat Daerah dan DPRD untuk menyusun program pembangunan daerah yang responsive kebutuhan Pengurangan Risiko Bencana yang berkelanjutan.
3. Pengurangan Risiko Bencana bukan bertujuan fokus pada perencanaan dan penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk kegiatan penanggulangan bencana atau pengurangan risiko bencana saja, tetapi lebih luas lagi yaitu perencanaan dan anggaran keseluruhan yang dapat memberikan manfaat untuk mengurangi kerentanan masyarakat.
4. Konsep Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PUPRB) adalah sebuah konsep peningkatan nilai investasi pengurangan risiko bencana melalui mekanisme sinergi kegiatan antara dua atau lebih perangkat daerah, serta antara pemerintah daerah dengan swasta dan atau masyarakat tanpa menimbulkan munculnya beban tambahan pada anggaran APBD. Syarat untuk menjalankannya adalah bahwa pemerintah daerah khususnya BAPPEDA dan BPBD harus mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik. Dengan kata lain, BPBD harus melihat bahwa setiap perangkat daerah, pihak swasta dan masyarakat masing-masing memiliki kekuatan yang jika disinergikan dapat melipatgandakan investasi pengurangan risiko bencana di daerah.
Para peserta rapat yang berbahagia,
Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan pada pembukaan rapat hari ini, dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut berperan aktif dalam kegiatan rapat ini.
Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahhirrahmanirrohiim ”Rapat Asistensi Pengintegrasian dan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana  Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah” secara resmi dibuka. 
Semoga  Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka penyelenggararaan  pengurangan risiko bencana di Indonesia. 
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum  Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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